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BUPATI SUMDITEP,

Menimbang a. bahwa dengan ditetapkan Road Map RB Kabupaten
Sumenep 2022-2026 dan Struktur organisasi Tata Kerja
Perangkat Daerah di Iingkungan Pemerintah Kabupaten
Sumenep sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 15
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah lkbupaten Sumenep, perlu adanya
tindak lanjut penyelarasan penanggungjawab atas tugas
masing-masing Tim Peningkatan Implementasi Sistem
A.kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintai yang telalr
ditetapkan deogan Surat Keputusan Bupati Sumenep
Nomor : ).aa l46IKDP 1435.013 /2021 tentang TiE
Peningkatan Implementasi SisteE Akuntabiutas Kineia
Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sumenep Tahun
2O21i

b. bahwa berdasarkan pertiEbangan s€bagaimana dimaksud
pada humf a, perlu membentuk Tim Peningkatan
IEplementasi Sistem Akuntabilitas Kineda Instansi
Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Suoenep yang dituangkan
dalam Keputusan Bupati Sumenep.

Mengingat l. Undong-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {t€mbaran
Nega.ra Republik lodonesia Tahun 2Oll Nomor 82,
Tambahan kmbaran Negara Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 6398);

2. Uodang-Ufldang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan laEbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
PemerintallaD Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebaSaimara
telai diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undarg Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaian Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Taiun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (I-embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan L€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintalan (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan trmbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (kmba-ran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambaian L€mbalan
Negara Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja tnstansi Pemerintah
(t€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambalran L€Ebaran Negara Nomor 4614):

7. Peraturan Pr€siden Nomor 29 Taiun 2Ol4 tentang Sistem
Akuntabilitas Kine4a Instansi Pemerintah (trmbaran
Negara RepubUk tndonesia Ta-hun 2014 Nomor 8O);

8. Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pedanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas
taporal Kine{a Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Talun 2Ol4 Nomor 1842);

10. Peraturan Menteri DalaB Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telal diubal dengan Peraturan Menteri
Dala-m Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peratura! Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republit Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

ll. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Caia Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerai, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Perahrran Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengai Daeratr, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dar Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Pe.aturan Menteri Dalam Negeri Nomor l0 Tahun 2018
tentang Resiu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan
dan Anggaran Daerah Talunan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sumenep (l€mbaran Daerah
Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 1);

14, Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun
2021, te/].tal]rg Rencana PeEbangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupateo Sumenep 2021-2026 (lrmbaran
Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 202 I Nomor 3) ;

15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 86 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja S€krctariat Daeralr Kabupaten Sumenep {Berita
Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 86);



Menetapkan

Pertana
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16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 106 Tahun 2021
tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Keda Dinas Badan Perencaraan
Pembangunan Daeralt Kabupaten Sumenep (Berita Daerah
I(abupaten Sumenep Talun 2021 Nomor 106).

MEMUTUSKA.IT

Membentuk Tim Peningkatan tmplementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah {SAKIP) Kabupaten
Sumenep dengan susunan keanggotaan s€bagaimana
tercantum dalam LaJrrpimn yang Eerupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Keputusan ini.

Menugaskan kepada Tim sebagaimana diDaksud dalam
Diktum Pertama, untuk :

1. Tim Pengarah
a. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana atas

pengelolaan peningkatan implementasi SAKIP;
b.memberikan persetujuan atas rancangan/rumusan

kebijakan peningal<atan tu[plementasi SAKIP
Pemerintah Kabupaten Sumenep.

2. Tim Pelaksana
a. mengkoordinasika! pemmusan kebijakan implementasi

SAKIP;
b. mengkoordinasikan pelaksaDaan kebijakan Perangkat

Daeral tentang SAKIP;
c. menyelenggaialan rapat koordtrasi dan fasilitasi

peningkatan implementasi SAIIP;
d. memantau, mengevaluasi dan meLaporkan pelaksanaan

peningkatan implementasi SAKIP di lingkungan
Pemerinta-h Kabupaten SuEenep kepada Tim Pengarah
dan pihal yang berkepentingan.

3. Kelompok Keda Bidang Pengawasan
a. bertanggung jawab atas kualitas perencanaan tahunan

Kabupaten dan Perangkat Daerah melalui reviu
dokumen perencanaan pembanguran dan aoggaran
taiunan;

b.melakukan pengawasan pelaksanaan perencanaan
pembangunan daIr aiggaran daerah tahunan serta
kebiiakan lainnya;

c. mengkoordinasikan pembentukan Tim dan pelalsanaan
evaluasi SAXIP Kabupaten dan/atau Perangkat Daerah;

d. mereviu l,aporan Penyelenggaraan Pemerintah Daeral
(LPPD);

e. melaporkan pela-lisanaan tugasnya kepada Bupati
melalui Ketua Tim Petaksana.

4. Kelompok Kerja Bidang Percncanaan
a. bertanggung jawab atas pemenuhan dan kualitas

Perencaraan Kabupaten dsr Perangkat Daerah meLalui
penggoordfuEsian penlrusunan RPJMP, RPJMD, RKPD
serta fasilitasi dan verifikasi penyusunan Renstra darl
Renja Perangkat Daerah;

b.mengkoordinasian pelaksanaan pengendalian dan
evaluasi hasil Renia dan Renstra Pelangkat Daerah
berkala;



Ketiga

c. luelnverilikasi hasil pelaksanaan pengendalian dan
evaluasi kinerja Renja dan Renstra Perangkat Daerah
berkala;

d. mengevaluasi hasil RPJMD dan RKPD berkala;
e. melaporkan petaksanaan tugasnya kepada Bupati

Eelalui Ketua Tid Pelaksana.

5. Kelompok Ketja Bidang Pelaporan
a. menSkoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
b.mempros€s peny€mpaian taporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah ILPPD) kepada pemangku
kep€ntingan;

c. mengkoordinasikan dan memantau tindat lanjut hasil
evaluasi bidang pel,aporan;

d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
melalui Ketua Ti.E Pelal(sana.

Dalam melakaanakan tugasnya, Tim Peningkatan
lmplementasi SisteE Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sumenep sebagaimana
dimaksud .lqlam Diktum Kedua, bertanggungjawab dan
melaporkan hasil pela.ksanaarurya kepada Bupati Sumenep.

Keempat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
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Lampiran: Keputusan Bupati Sumenep
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TIU PEXGIRAE
Ketua
Wakil Ketua

Anggota

TIU PEL,AI<SAITA
Ketua
Walil Ketua

Sekretaris

Wakil Sekretaris

I(oloEpol Xade Bld6rlg
PcElaraaarr
Ketua
Anggota

KeloDpot Ked. Bld.Eg
Pctencalaa.o
Ketua

Bupati SuDenep
Wakil Bupati Sumenep

1. Staf AhIi Bidang Pemerintahan, Hukum
dafl Politik

2. StafAhli Bidang Ekonomi, Pembangunan,
dan Keuangan

3. Staf Ahli Bidang Kemasya.ralatan dan
Sumber Daya Manusia

S€krctaiis Daerah Kabupaten Sumenep
Asisten AdDioistrasi Umum S€ketaris
Daerah

Kepala Bagian OrSanisasi Seketariat
Daerah
Kepala Sub Bagian Kineia dan Reformasi
Birckrasi/Analis Keb,jakan Al i Muda pada
Bagian Organisasi Sekreta-riat Daeralr

Insp€hur Daeral Kabupaten Sumenep
l Sehetaris Inspcktorat Daerah Kabupaten

Sumenep
2. Insp€ktur Pembantu pada Inspektorat

Daera}l
3. Jabatan Fungsional pada Inspeldorat

Daerah Kabupaten Sumenep

Kepala Badan Perencaaan Pembangunan
Daerah
1. KepaLa Bagian Administrasi

Pembangunan Sekretaiiat Daeral
2. Sekretaris Badan Perencaaan

Pembangunan Daerah
3. Kepala Bidarrg Perencairaan,

Pengendalian dan Evatuasi
Pembangunan Daerah pada Badan
Percncanaan Pembangunan Daerah

4. Kepala Bidang Pemerintahan dan
PeBbangunan Manusia pada Badan
Percncanaan Pembangunan Daerah

5. Kepala Bidang Perckonomian dan
Sumber Daya AlaE pada Badan
Percncanaan Pembangunan Daerah

u.
t.

2.

Anggota
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Anggota

6. Kepala Bidang tnfrastiuktur dan
Keqrilayaian pada Badan Percncanaan
PembangurEn Daerah

7. Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan pada Badan
Percncanaan PembanSunan Daerah

8. Kepala Sub Bagian Penyusunan
Progra,E/Analis Kebijal<an AhIi Muda
pada Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretaiiat Daerai

9. Kepafa Sub Bagian Pengendalian
Program/Analis Kebijakan AhIi Muda
pada Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah

10. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan
Pelaporan/Analis Kebijalan Ahl.i Muda
pada Bagian Administrasi Pembangunan
S€kretar-iat Daeratr

Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Seketariat Daerah
1. Kepala Sub Bagian Administ'asi

Pemerintahan/Analis Kebiiakan Ahli
Muda pada Bagian Tata Pemerintahan
Sekrctariat Daerah

2, Kepda Sub Bagian Adminiatrasi
Keq,ilayalan/Analis Kebijakan Ahfi
Muda pada Bsgian Tata PemerintalEn
S€ketariat Daerah

3. Kepala Sub Bagian KeiasaEa dan
Otonomi Daerai/ Analis Kebijakan AhIi
Muda pada Bagian Tata Pemerintahan
Seketariat Daerall
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